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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR  PM. 61 TAHUN 2012  
TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata 
kepemerintahan yang baik dan menjamin kelancaran 
serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan 
pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di 
lingkungan Kementerian Perhubungan, maka 
diperlukan standar operasional prosedur yang tetap; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 3866); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 11); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

Pasal 1 
(1) Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut dengan Pedoman 
Penyusunan SOP adalah pedoman bagi setiap unit organisasi di 
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lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan 
penyusunan standar operasional prosedur bagi pelaksanaan tugas 
dan fungsi unit organisasi masing-masing. 

(2) Pedoman Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 

Setiap unit organisasi eselon I, eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis wajib 
menyusun standar operasional prosedur dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 
Pembinaan terhadap penyusunan dokumen standar operasional prosedur 
di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh pejabat yang 
berwenang untuk menetapkan dokumen SOP sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.  

Pasal 4 

Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah ada 
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan 
Peraturan Menteri ini.  

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2012 
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
  
E.E. MANGINDAAN 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

